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ABSTRACT (bahasa inggris) 

In Islamic economics, buying and selling of auctioned goods is also called bai' al-
muzayyadah, namely buying and selling carried out by haggling over the price 
of goods between buyers and then the highest bidder will be chosen to be the 
owner of the item. Only here does the contract occur and the selected buyer can 
take the goods from the seller. The practice of buying and selling auctioned 
goods is also carried out by state institutions, such as prosecutors, banks, etc. In 
this journal we will examine more deeply the practice of buying and selling 
auctions of confiscated goods carried out by the State Assets and Auction Service 
Office (KPKNL) in an Islamic economic perspective. The method used is 
qualitative. In which the author collects information data about related 
material and then analyzes it to reach conclusions from the research results. The 
purpose of creating this journal is for readers to understand Islamic law in 
buying and selling transactions at auctions of confiscated items of corruption by 
law enforcement agencies, namely the State Wealth Service Office and Auction 
Agency (KPKNL). 
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 ABSTRAK (Bahasa Indonesia) 

 

Dalam ekonomi Islam jual beli barang lelang disebut juga dengan bai’ al-
muzayadah, yaitu jual beli yang dilakukan dengan tawar menawar harga 
barang di antara para pembeli dan kemudian penawaran tertinggi lah yang 
akan dipilih untuk dijadikan pemilik barang tersebut. Barulah disini terjadi 
akad dan pembeli yang terpilih dapat mengambil barang dari penjual. 
Praktik jual beli barang lelang juga dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, 
seperti kejaksaan, bank, dll. Dalam jurnal ini kita akan mengkaji lebih dalam 
mengenai praktik jual beli lelang barang sitaan yang dilakukan oleh 
Lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam 
perspektif ekonomi Islam. Metode yang digunakan, yaitu kualitatif. Yang 
mana penulis mengumpulkan data informasi mengenai materi yang terkait 
lalu dianalisis untuk mencapai kesimpulan dari hasil penelitian. Tujuan 
adanya dibuat jurnal ini adalah agar para pembaca memahami hukum Islam 
dalam transaksi jual beli pada pelelangan hasil sitaan barang korupsi oleh 
lembaga penegak hukum, yaitu Lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang (KPKNL).  

 

Kata Kunci: Hukum Islam, Barang Lelang, Tindak Pidana Korupsi. 
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PENDAHULUAN  

Jual beli adalah kesepakatan, yaitu dimana seorang penjual menyerahkan hak 
milik barangnya kepada pembeli, kemudian barang diterima oleh pembeli dan uang 
diserahkan kepada penjual sebagai imbalan. Ini membuktikan bahwa dalam proses 
transaksi jual beli memiliki hak dan kewajiban masing-masing, dilakukan atas dasar suka 
sama suka dan tidak ada paksaan diantara kedua belah pihak. 

Menjual sesuatu itu halal, didukung oleh agama, asalkan memenuhi syarat-
syaratnya fundamental. Hukum ini ditetapkan oleh para ahli ijmak (peneliti mujtahidin) 
tanpa kesalahan langkah di dalamnya. Menjual sesuatu adalah memindahkan hak milik 
atas suatu barang kepada orang lain dengan menoleransi biaya-biaya, berdasarkan 
kesiapan kedua pemain1 

Salah satu transaksi jual beli adalah penjualan barang sitaan, dimana penjual 
memiliki barang tersebut berdasarkan hasil sita yang diperolehnya ketika seseorang 
melanggar suatu aturan hukum, maka barangnya akan disita dan diperdagangkan, 
sehingga uang hasil penjualan tidak diberikan kepada pemilik barang digunakan untuk 
kepentingan lembaga, pembangunan atau lembaga pendidikan baik formal maupun 
nonformal2 

Hukum Islam memberikan aturan terhadap jual beli yang bukan merupakan hak 
hartanya, seperti menjual barang sitaan yang bukan miliknya kewenangan langsung atas 
barang yang akan diperdagangkan. Masalah ini yang dikemukakan oleh para ulama 
tentang sahnya jual beli adalah adanya barang dan akad, Dengan demikian, barang sitaan 
akad yang mauquf berarti akad yang telah dibuat seseorang yang mampu bertindak atas 
kehendak hukum, tetapi dia tidak memilikinya kekuasaan untuk melaksanakan dan 
melaksanakan perjanjian jual beli3 

Sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia 
berdasarkan hukum (rechtsstaat) bukan berdasarkan kekuasaan (machtstaat), sebagai 
negara hukum, Indonesia memiliki rangkaian hukum sehingga kepentingan masyarakat 
dapat dilindungi.  

Tindak pidana kolrulpsi melrulpakan felnolmelna kelhidulpan manulsia dan masyarakat, 
ollelh karelna itul tidak telrlelpas dari rulang dan waktul, pelrmasalahan manulsia belrulpa 
pelnyulapan, manipullasi dan lain-lain. yang selcara garis belsar pelnyelbabnya 
diklasifikasikan melnjadi 3 (tiga) hal.  

Hal pelrtama, kolrulpsi ollelh kelselrakahan (colrrulptioln belcaulsel olf greleld). Keldula, 
kolrulpsi karelna kelbultulhan (colrrulptioln belcaulsel olf neleld). Keltiga, kolrulpsi karelna 
kelselmpatan (colrrulptioln belcaulsel olf chancel). Ini bisa telrjadi pada siapa saja pelnyellelnggara 
nelgara delngan tuljulan melngulntulngkan diri selndiri ataul o lrang lain. Melnulrulnnya tingkat 
keljahatan kolrulpsi tellah melnjadi felnolmelna yang lulas dan melndalam, yang belrsarang 
selpelrti pelnyakit di tulbulh masyarakat, selhingga dampak dari pelrbulatan ini tidak hanya 
melmpelngarulhi molralitas manulsia selcara pribadi, teltapi julga melnyangkult kelpelntingan 
ulmulm. Dimana rulsaknya selndi-selndi kelhidulpan dalam selgala aspelk dapat melnimbullkan 
kelmelrolsoltan nilai molral dan keltelgangan solsial yang paling parah, selpelrti kelmiskinan, 

 
1 Alsh-Shiddieqy, Teungku Muhalmmald Halsbi. 2009 M. Pengalntalr Fiqh Mualmallalh Membalhals Hukum Pokok 
dallalm Interalksi Sosiall daln Ekonomi. Semalralng: PT. Pustalkal Rizqi Putral. 
2 Alzizi. 2010. Kupals Tuntals Fiqh. Juall Beli Balralng Halsil Ralzial. Dallalm Misykalt lirboyo. Lirboyo: Temprinal 
Medial Gralfikal. Edisi 57. 
3 Khallil, Ralsyald Halsaln. 2009 M. Tārikh Talsyrī’ Sejalralh Legislalsi Hukum Islalm, Jalkalrtal: Sinalr Gralfikal Offset. 
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dan keljahatan belrat lainnya selhingga diselbult keljahatan lular biasa. Hal ini melnyelbabkan 
kelrulsakan pada kelmaslahatan ulmulm dan belrtelntangan delngan tuljulan syari'at. Hasil dari 
dampak telrselbult, Islam melngharamkan dan mellarang pelrbulatan telrselbult dan dapat 
diganjar delngan sanksi yang belrat. 

Pelrilakul kolrulpsi sellain mellanggar belrbagai pelratulran pelrulndang-ulndangan, julga 
mellanggar nilai dan nolrma yang diatulr dalam UlUl Nol. 39 Tahuln 1999 telntang Hak Asasi 
Manulsia. Selbagaimana keltelntulan dalam Pasal 1 melnyelbultkan bahwa “Hak Asasi Manulsia 
adalah selpelrangkat hak yang mellelkat pada hakikat dan kelbelradaan manulsia selbagai 
makhlulk Tulhan Yang Maha E lsa dan melrulpakan anulgelrah-Nya yang wajib diholrmati, 
dijulnjulng tinggi, dan dilindulngi ollelh nelgara, hulkulm, pelmelrintah, dan seltiap olrang delmi 
kelholrmatan dan pelrlindulngan harkat dan martabat manulsia".  

Dari belrbagai ulpaya pelnelgakan hulkulm yang tellah dilakulkan ollelh Aparat Pelnelgak 
Hulkulm (APH), telrdapat pelrmasalahan selriuls yaitul pelngulngkapan tindak pidana kolrulpsi 
(tipikolr) delngan melncari pellakulnya kelmuldian melmelnjarakan pellakulnya, bellulm culkulp 
elfelktif dan olptimal ulntulk melnelkan julmlah kolrulptolr karelna hal ini tidak diimbangi 
delngan ulpaya lain yaitul pelmullihan aselt selcara olptimal delngan cara “melnilai sita” atau l 
pelnyitaan aselt dan ditambah delngan hulkulman tambahan yang belruljulng pada 
pelmiskinan para kolrulpto lr. 

Selbagai pelncelgahan dan melmbelrikan elfelk jelra, UlU l Nol. 31 Tahuln 1999 yang 
ditulangkan dalam UlUl No l. 20 Tahuln 2001 telntang Tindak Pidana Kolrulpsi (UlUl Tipikolr), 
tellah melmbelrikan sanksi pidana yang culkulp belrat delngan hulkulman yang belrlipat ganda. 
Selbagai ulpaya telrakhir ollelh APH, ko lnselp pelnjelraan ko lrulptolr haruls melmasulkkan 
rulmulsan sanksi tambahan selbagai bagian dari atulran yang dilanggar, yaitul delngan 
melnelrapkan kolnselp “pelmiskinan kolrulptolr” selcara telgas selhingga tidak belrtelntangan 
delngan asas lelgalitas, yaitul keltelntulan Pasal 1 ayat (1) KU lHP, dan bulkan pellanggaran 
HAM yang telrjadi dalam pellaksanaannya. 

Sellama ini pelmbelrantasan kolrulpsi hanya melnggulnakan kolmpolneln hulkulm 
primelr selcara ulmulm yaitul UlUl Nol. 31 Tahuln 1999 yang diselmpulrnakan delngan UlUl No l. 
20 Tahuln 2001 telntang Tindak Pidana Ko lrulpsi, dan UlUl No l. 8 Tahuln 2010 telntang Tindak 
Pidana Pelnculcian Ulang (UlU l TPPUl), tidak melmbelrikan elfelk jelra bagi pellakulnya dan 
bellulm mampul melnjadikan alat pelncelgahan yang olptimal. Ko lrulpsi selbagai keljahatan lular 
biasa melmelrlulkan telrolbolsan hulkulm, salah satulnya delngan melnelkankan bahwa 
pelnjatulhan pidana dalam pelmbelrantasan kolrulpsi “diprio lritaskan delngan pelngelmbalian 
kelrulgian kelulangan nelgara”, gulna melminimalisir adanya kelrulgian yang lelbih belsar. 

Pelnyitaan harta kelkayaan dapat dilakulkan telrhadap hasil TPPU l yang belrasal dari 
Tindak Pidana Asal (TPA) selbagaimana diatulr dalam keltelntulan Pasal 2 ayat (1) UlUl TPPUl 
dan UlUl Tipikolr. Selcara yulridis, pelrampasan harta hasil kolrulpsi diatulr dalam keltelntulan 
Pasal 7 ayat (2) UlUl TPPUl. Seldangkan pelnyitaan hasil TPPUl ditelntulkan dalam Pasal 81 
yang melngatulr bahwa “Dalam hal dipelrollelh bulkti yang culkulp dan masih ada harta 
kelkayaan yang bellulm disita, hakim melmelrintahkan Pelnulntult U lmulm ulntulk melnyita 
harta kelkayaan telrselbult”. Julal belli lellang barang sitaan KPK julga suldah diatulr dalam PP 
Nol.105 Tahuln 2021 telntang Lellang Belnda Sitaan Kolmisi Pelmbelrantasan Tindak Pidana 
Kolrulpsi, yang mullai dibelrlakulkan pada tanggal diulndangkan, yaitul 12 Olktolbelr 2021. 
Pada pelratulran ini dijellaskan bahwa keltika suldah masulk prolsels pelnanganan pidana 
kolrulpsi, pelnyidik dapat mellakulkan pelnggelleldahan dan bahkan pelnyitaan belnda-belnda 
telrsangka yang melnjadi barang bulkti. Tindakan pelnyitaan ini akan melrulbah statu ls 
pelngulasaan selcara hulkulm sulatul belnda melnjadi belnda dalam pelngulasaan pelnyidik KPK.  
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Pellaksanaan pelrampasan dan pelnyitaan hasil pelnculcian ulang yang belrasal dari 
tindak pidana kolrulpsi, pelrlul diajulkan (di-julnctol-kan) delngan pasal-pasal tindak pidana 
kolrulpsi, agar dapat dikelnai pidana tambahan belrulpa pelrampasan telrhadap sulbjelk 
hulkulm o lrang pelrselolrangan (bulkan badan hulkulm), selhingga diharapkan dapat disita 
selbanyak-banyaknya hasil pelnculcian ulang hasil kolrulpsi, selhingga dapat belruljulng pada 
“pelmiskinan para kolrulptolr”. Belrdasarkan keltelntulan Pasal 18 ayat (1) hulrulf b UlU l 
Tipikolr, “dikeltahuli bahwa harta kelkayaan yang disita selbagai tindak pidana tambahan 
adalah harta kelkayaan yang dipelrollelh dari hasil tindak pidana kolrulpsi. Seldangkan jika 
hasil tindak pidana kolrulpsi dialihkan dalam belntulk kelkayaan lainnya, maka UlUl TPPU l 
dapat dipaksakan dan ditelrapkan”. 

Pelngellollaan barang ollelh lelmbaga nelgara tidak telrlelpas dari pelratulran 
pelrulndang-ulndangan di bidang kelulangan yang melngatulrnya. Ulndang-Ulndang 17 Tahuln 
2003 telntang Kelulangan Nelgara melnyelbultkan bahwa hak dan kelwajiban nelgara mellipulti 
selgala selsulatul yang dapat dinilai delngan ulang, selrta selgala selsulatul baik belrulpa ulang 
maulpuln barang yang dapat dimiliki ollelh nelgara yang belrkaitan delngan pellaksanaan hak 
dan kelwajiban telrselbult. Kelwajiban nelgara selbagaimana telrcantulm dalam Pelmbulkaan 
UlUlD 1945 adalah mellindulngi selgelnap bangsa Indolnelsia dan melnulmpahkan darah 
Indolnelsia. Selhingga dalam melnjalankan kelwajiban nelgara ulntulk melmbelrikan 
pelrlindulngan telrselbult, nelgara dapat melngakuli barang telrtelntul selbagai milik nelgara. 

Saat ini banyak telrjadi julal belli yang dilakulkan ollelh masyarakat ataul lelmbaga 
delngan hasil barang sitaan karelna belrbagai macam pelrmasalahan yang dihadapi dalam 
rangka melmelnulhi kelbultulhan masing-masing. Selpelrti Lelmbaga Pelgadaian, Bank dan 
Lelmbaga Nelgara selpelrti keljaksaan yang melnjulal hasil barang sitaan kelpada Kanto lr 
Pellayanan Kelkayaan Nelgara dan Lellang (KPKNL) dimana praktelk julal belli dilakulkan 
delngan harga rata-rata barang sitaan seldang dijulal delngan harga yang lelbih mulrah dari 
harga pasaran dan bisa ditawar selrta diminati banyak olrang karelna selbagian belsar 
barangnya masih baguls delngan harga yang mulrah. Kelmuldian pelnelliti ingin melngkaji 
lelbih dalam telntang bagaimana pandangan hulkulm islam melngelnai julal belli barang sitaan 
yang dilellang selbagai alat bulkti yang digulnakan ulntulk tindak pidana selpelrti kolrulpsi, 
selhingga pada praktelknya barang sitaan telrselbult melngalami prolsels yang panjang hingga 
akhirnya dipultulskan ulntulk dilellang ollelh lelmbaga-lelmbaga telrselbult. 
 

METODE PENELITIAN  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode 

atau pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui instrumen 

data yang diperoleh peneliti. Yaitu dengan mengumpulkan data yang kemudian dianalisis 

hingga mencapai suatu kesimpulan. Dengan tujuan untuk memahami hukum Islam dalam 

transaksi jual beli pada pelelangan barang hasil tindak pidana korupsi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Peraturan tentang Penyitaan   

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk mengambil alih 

atau menjaga di bawah penguasaannya benda-benda bergerak atau tidak 

bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk keperluan pembuktian, 

penyidikan, penuntutan dan peradilan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 
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KUHAP yang menentukan penyitaan itu didefinisikan sebagai “serangkaian 

tindakan penyidikan untuk mengambil alih dan/atau menjaga di bawah 

kendalinya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan/atau tidak 

berwujud untuk keperluan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan 

keadilan" 

Proses penyitaan dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 butir 16 KUHAP, yang penyitaannya dilakukan pada saat proses penyidikan 

setelah penyelidikan. Demi kepentingan penuntutan dalam proses penyidikan jika 

kejaksaan menganggap perlu dilakukan penyitaan kembali suatu benda sebagai 

barang bukti atau barang bukti tindak pidana khususnya korupsi atau TPPU, maka 

selama proses berlangsung prapenuntutan (pratut) atau sebelum berkas perkara 

masuk ke kejaksaan, kejaksaan memberikan instruksi kepada penyidik untuk 

melakukan tindakan penyitaan kembali bukti pendukung. 

Proses pembuktian suatu tindak pidana di pengadilan harus benar delngan 

ulpaya melncari makna kelbelnaran delmi prinsip keladilan yang melnulntult APH 

prolfelsiolnal dan transparan. Salah satul syarat yang sangat melndulkulng 

kelbelrhasilan pelmbulktian adalah delngan kellelngkapan pelnyitaan gulna mellelngkapi 
alat bulkti. keltika masulk pelmelriksaan pelmelriksaan hakim melnganggap pelrlu l 

melnyita selsulatul belnda, maka ulntulk itul hakim “dapat” melngellularkan “kelteltapan” 

yang belrisi pelrintah kelpada pelnulntult ulmulm yang ditelrulskan kelpada pelnyidik 

(kelpollisian, keljaksaan, dan KPK) ulntulk mellakulkan pelnyitaan. Pelneltapan hakim 

adalah selbagai belrikult keltelntulan dalam Pasal 13 jol. Pasal 14 hulrulf j KUlHAP. 

Tidak jarang APH melmbelrantas kolrulpsi dan TTPUl mellakulkannya delngan 

po lla olpelrasi tangkap tangan (OlTT) telrhadap pellakul. Melngelnai bulkti-bulkti yang 

dapat ditulnjulkkan delngan pelnyidikan dalam OlTT, telntul saja melnyimpang dari 

pelngelrtian keltelntulan Pasal 38 ayat (1) KUlHAP. 

2. Tata Cara Pelaksanaan Penyitaan Aset hasil Korupsi 

Melngelnai tata cara ataul pellaksanaan pelnyitaan, selcara ulmulm tellah diatulr 

keltelntulan dalam Pasal 38 sampai delngan Pasal 46 KUlHAP, melncakulp selmula 

barang/belnda selbagai bulkti adanya tindak pidana ataul belrulpa barang/belnda atau l 

kelkayaan hasil tindak pidana kolrulpsi, kelmuldian pelnyitaan dilakulkan seltellah 

pultulsan pelngadilan belrkelkulatan hulkulm teltap. 

Tata cara pellaksanaan pelnyitaan, KUlHAP melmbeldakan belbelrapa macam 

tata cara meltoldel pelnyitaan. Adanya pelnyitaan belrulpa: 

1) Pelnyitaan biasa delngan tata cara pellaksanaan biasa; 

Tata cara pelnyitaan belntulk biasa ataul ulmulm diatulr dalam keltelntulan Pasal 

38 ayat (1) KUlHAP yang belrbulnyi “Pelnyitaan hanya dapat dilakulkan ollelh 

pelnyidik delngan sulrat izin keltula pelngadilan nelgelri seltelmpat”. 

2) Pelnyitaan dalam keladaan sangat pelrlul ataul melndelsak; 

Ulntulk mellakulkan pelnggelleldahan, pelnyidik haruls melndapatkan izin dari 
Keltula Pelngadilan Nelgelri telrlelbih dahullul. Namuln dalam keladaan melndelsak 

pelnyidik dapat mellakulkan pelnggelleldahan tanpa melndapatkan izin 
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telrlelbih dahullul dari Keltula Pelngadilan Nelgelri. Pelnyitaan ini idelntik delngan 

pelnggelleldahan delngan selgala relsikol yang akan telrjadi,  selsulai delngan 

keltelntulan Pasal 34 ayat (1) KUlHAP diselbultkan bahwa “Keladaan yang 

sangat pelrlul dan melndelsak ialah bilamana di telmpat dikhawatirkan selgelra 

mellarikan diri ataul melngullangi tindakan pidana ataul belnda yang dapat 

disita dikhawatirkan selgelra dimulsnahkan ataul dipindahkan seldangkan 

sulrat izin dari keltula pelngadilan nelgelri tidak mulngkin dipelrollelh delngan cara 

yang layak dan dalam waktul yang singkat” 

3) Pelnyitaan karelna telrtangkap tangan (OlTT); 

OlTT ini singkatan dari Olpelrasi Tangkap Tangan yang dilakulkan ollelh KPK 

yang melnangkap basah selselolrang yang didulga selbagai pellakul tindak 

pidana ko lrulpsi, yang mana keltika telrtangkap keljahatannya seldang 

dilakulkan ataul telrtangkap seltellah mellakulkan keljahatan telrselbult. 

Keltelntulan ini diatulr dalam Pasal 40 KU lHAP yang belrbulnyi “Dalam hal 

telrtangkap tangan pelnyidik dapat melnyita belnda dan alat yang telrnyata 

ataul yang patult didulga tellah dipelrgulnakan ulntulk mellakulkan tindak pidana 

ataul belnda lain yang dapat dipakai selbagai barang bulkti” Dan pada Pasal 41 

KUlHAP yang belrbulnyi “Dalam hal telrtangkap tangan pelnyidik belrwelnang 

melnyita pakelt ataul sulrat ataul belnda yang pelngangkultannya ataul 

pelngirimannya dilakulkan ollelh kantolr pols dan tellelkolmulnikasi, jawatan ataul 

pelrulsahaan kolmulnikasi ataul pelngangkultan, selpanjang pakelt, sulrat ataul 

belnda telrselbult dipelrulntulkkan bagi telrsangka ataul yang belrasal 

daripadanya dan ulntulk itul kelpada telrsangka dan ataul kelpada peljabat 

kantolr pols dan tellelkolmulnikasi, jawatan ataul pelrulsahaan kolmulnikasi ataul 

pelngangkultan yang belrsangkultan, haruls dibelrikan sulrat tanda pelnelrimaan” 

Prolsels telrjadinya OlTT, yaitul: 

Pelrtama, KPK mellakulkan pelnyellidikan belrulpa pelnyadapan di waktu l 

telrtelntul. Yang mana nantinya hasil pelnyadapan ini dijadikan selbagai bulkti 
pelrmullaan telrjadinya sulatul tindak pidana. 

Keldula, kelwelnangan KPK mellakulkan pelnyadapan ini ulntulk melmbulktikan 

adanya tindak pidana ataul tidak. Pada tahap ini KPK mellakulkan pelnyidikan.  

Keltiga, delngan melnggabulngkan dula bulkti selbellulmnya KPK dapat mellaluli 

tindakan OlTT selbagai bulkti kolnkrelt. Artinya pelrkara yang suldah diculrigai 

dapat dipro lsels selcara pidana karelna melmiliki dula bulkti.  

Kelelmpat, peljabat yang ditangkap dalam OlTT bellulm bisa dipastikan telrbulkti 

salah, karelna o lbjelk barang bulkti bellulm ada ataul bahkan tidak ada ditangan 

peljabat itul. Artinya tindak pidana yang dilakulkan peljabat telrselbult bellulm 

sellelsai ataul masih dalam tahap pelrcolbaan sampai diteltapkan belrsalah. 

Akan teltapi, pelrlul diingat bahwa pelrco lbaan mellakulkan tindak pidana 

kolrulpsi sama delngan pelrbulatan pidana kolrulpsi yang tellah dilakulkan. 

Delngan belgitul, peljabat yang ditangkap KPK dalam OlTT yang belrstatuls 

masa pelrco lbaan teltap diselbult julga telrtangkap tangan. 
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4) Pelnyitaan dalam keladaan tidak langsulng; 

Dalam pasal ini, bab yang telrkandulng melnyangkult pelnangkapan, 

pelnahanan, pelnggelleldahan badan, pelmasulkan rulmah, pelnyitaan dan 

pelmelriksaan sulrat. Pelnyitaan tidak langsulng disini, yakni belrulpa 

pelnyelrahan barang-barang yang pelrlul dibawa pelnyidik ollelh pelmilik ataul 

pelmelgang belnda. Belrdasarkan keltelntulan pada Pasal 42 dan Pasal 43 
KUlHAP. Pasal 42 ayat (1) belrbulnyi “Pelnyidik belrwelnang melmelrintahkan 

kelpada olrang yang melngulasai belnda yang dapat disita, melnyelrahkan belnda 

telrselbult kelpadanya ulntulk kelpelntingan pelmelriksaan dan kelpada yang 

melnyelrahkan belnda itul haruls dibelrikan sulrat tanda pelnelrimaan.” Dan di 

ayat (2) “Sulrat ataul tullisan lain hanya dapat dipelrintahkan ulntulk 

diselrahkan kelpada pelnyidik jika sulrat ataul tullisan itul belrasal dari telrsangka 

ataul telrdakwa ataul dituljulkan kelpadanya ataul kelpulnyaannya ataul 

dipelrulntulkkan baginya ataul jikalaul belnda telrselbult melrulpakan alat ulntulk 

mellakulkan tindak pidana.” Sellanjultnya pada Pasal 43 belrbulnyi “Pelnyitaan 

sulrat ataul tullisan lain dan melrelka yang belrkelwajiban melnulrult ulndang-

ulndang ulntulk melrahasiakannya, selpanjang tidak melnyangkult rahasia 

nelgara, hanya dapat dilakulkan atas pelrseltuljulan melrelka ataul atas izin 

khulsuls keltula pelngadilan nelgelri seltelmpat kelculali ulndang-ulndang 

melnelntulkan lain.”  

Kelmuldian ada belbelrapa syarat yang haruls dilakulkan pelnyidik keltika 

mellakulkan pelnyitaan telrhadap barang/belnda ataul aselt milik telrsangka, antara 

lain: 

a. Melmpelrlihatkan ataul melnulnjulkkan tanda pelngelnal 

b. Melmpelrlihatkan barang/belnda ataul aselt yang akan disita 

c. Pelnyitaan barang/belnda ataul aselt yang dilakulkan haruls disaksikan ollelh 

Kelpala Delsa ataul keltula lingkulngan, dan haruls ada minimal dula olrang saksi 

d. Melmbulat belrita acara pelnyitaan 
e. Melnyampaikan tulrulnan belrita acara pelnyitaan 

f. Melmbulngkuls barang/belnda ataul aselt sitaan, dalam melmbulngkuls julga ada 

tata caranya agar barang/belnda ataul aselt sitaan telrjaga kulalitas, kulantitas 

dan kelsellamatannya. Telrdapat pada Pasal 130 ayat (1) KUlHAP tellah 

melnelntulkan cara-cara pelmbulngkulsan belnda sitaan selbagai belrikult: 

- Dicatat belratnya ataul julmlahnya melnulrult jelnis masing-masing 

belnda sitaan. Kalaul jelnisnya sullit ditelntulkan, selkulrang-kulrangnya 

dicatat ciri-ciri maulpuln sifat khasnya 

- Dicatat hari dan tanggal pelnyitaannya 

- Dicatat telmpat dilakulkannya pelnyitaan 

- Dicatat idelntitas olrang yang melmiliki belnda sitaan 

- Dibelrikan selgell dan ditandatangani ollelh pelnyidik 

3. Barang/Benda Yang Dapat Disita Sebagai Aset Hasil Korupsi 

Selbagaimana yang tellah ditelntulkan dalam Pasal 18 ayat (1) hulrulf a, Pasal 

28, Pasal 29, dan Pasal 30 UlU l Tipikolr, sellulrulh barang/belnda baik belrgelrak 



8 
 

Jurnal Ilmiah Program Studi S-1 Hukum Ekonomi Syariah STAI Sabili Bandung  
Intifa’: Jurnal Ilmiah Ilmu Syariah 

maulpuln tidak belrgelrak yang telrkait tipikolr dan TPPUl haruls dilakulkan pelnyitaan 

dan dilakulkan pelrampasan selsulai pultulsan hakim yang belrkelkulatan hulkulm teltap 

ulntulk melminimalisir kelrulgian kelulangan nelgara yang ditimbullkan ollelh pelrbulatan 

kolrulptif selhingga dapat dimanfaatkan selbelsar-belsarnya ollelh nelgara delmi 

kelseljahtelraan rakyatnya. Keltelntulan ini dimulat dalam Pasal 39 ayat (1) KUlHAP 

yang melnelntulkan barang/belnda yang dapat disita apabila: 

1. Barang/belnda telrdakwa yang didulga dipelrollelh dari tindak pidana ataul 

hasil dari tindak pidana 

2. Barang/belnda yang dipelrgulnakan ulntulk mellakulkan tindak pidana ataul 

yang digulnakan ulntulk melmpelrsiapkan tindak pidana 

3. Barang/belnda yang dipelrgulnakan ulntulk melnghalang-halangi pelnyidikan 

tindak pidana 

4. Barang/belnda yang dibulat khulsuls ulntulk mellakulkan tindak pidana 

5. Barang/belnda lain yang belrhulbulngan langsulng delngan tindak pidana 

4. Jual Beli Barang Sitaan KPK Menurut Hukum Islam 

Julal belli barang sitaan melrulpakan julal belli barang yang bulkan hak 

miliknya, yang mana pelnjulal tidak melmiliki kelkulasaan selcara langsulng telrhadap 

barang yang akan dipelrjulalbellikan, namuln pelnjulal melmiliki barang sitaan 

telrselbult karelna o lrang yang melmiliki barang telrselbult mellakulkan tindak pidana. 

Maka dari itul pelnjulal dapat belrtindak atas kelhelndak hulkulm. Hasil pelnjulalan 

barang sitaan telrselbult tidak dibelrikan kelpada pelmilik barang, mellainkan selbagai 

hak Nelgara, yang mana nantinya akan digulnakan ulntulk kelpelntingan masyarakat.  

Barang sitaan akan dijulal ollelh Kantolr Pellayanan Kelkayaan Nelgara dan 

Lellang (KPKNL), dimana praktik julal belli barang sitaan ini dilakulkan delngan cara 

dilellang (telrdapat pada Pasal 45 KUlHAP). Seldangkan dalam hulkulm islam julal belli 

ini diselbult delngan Bai al-Mulzayadah, yaitul julal belli yang dilakulkan delngan tawar 

melnawar harga barang di antara para pelmbelli dan kelmuldian pelnawaran telrtinggi 

lah yang akan dipilih ulntulk dijadikan pelmilik barang telrselbult, barullah disini 
telrjadi akad dan pelmbelli yang telrpilih dapat melngambil barang dari pelnjulal. 

Dalam julal belli ini akad yang digulnakan adalah Akad Maulqulf, Akad Maulqulf adalah 

akad yang dilakulkan selselolrang yang mampul belrtindak atas kelhelndak hulkulm, 

akan teltapi dia tidak melmiliki kelkulasaan ulntulk mellangsulngkan dan 

mellaksanakan akad julal belli telrselbult. Dalam PP Nol.105 Tahuln 2021 Pasal 4 ayat 

(2) diselbultkan bahwa “belnda yang sifatnya telrlarang ataul dilarang ulntulk 

dieldarkan/dipelrjulalbellikan belrdasarkan pelratulran pelrulndang-ulndangan, 

dikelculalikan ulntulk dilellang. Ini melnjellaskan bahwa belnda yang dipelrjulalbellikan 

dalam pellaksanaan lellang itul adalah belnda yang diharulskan dijulal akibat adanya 

wanprelstasi.  

Julal belli lellang suldah dipraktelkan seljak zaman Rasullulllah, diselbultkan 

dalam HR. Tirmidzi, “Dari Anas bin Malik r.a bahwa ada selo lrang lellaki Anshar 

datang kelpada Nabi shallallahul ‘alaihi wasallam dan melminta kelpada Belliaul. Maka 

belliaul puln belrtanya kelpadanya: “Apakah di rulmahmul ada selsulatul?” Ia melnjawab, 

“Ada, dula poltolng kain, yang satul dikelnakan dan yang lain ulntulk alas duldulk, selrta 
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cangkir ulntulk melminulm air.” Lalul Nabi SAW belrkata, “kalaul belgitul bawalah keldula 

barang itul kelpadakul.” Lellaki itul datang melmbawanya. Nabi SAW belrtanya, “siapa 

yang maul melmbelli dula barang ini?” salah selolrang sahabat melnjawab, “saya maul 

melmbellinya delngan harga satul dirham.” Belliaul belrtanya lagi, “ada yang maul 

melmbellinya delngan harga lelbih dari satul dirham?”. Belliaul melnawarkannya 

hingga dula ataul tiga kali. Tiba-tiba salah selolrang sahabat belrkata, “Akul maul 

melmbellinya delngan harga dula dirham.” Maka Nabi SAW melmbelrikan dula barang 

telrselbult kelpadanya dan Belliaul melngambil ulang dula dirham itul dan 

melmbelrikannya kelpada laki-laki Anshar telrselbult.” (HR. Tirmidzi).  

Julal belli lellang telrbagi melnjadi 2, yaitul lellang tulruln dan lellang naik. Lellang 

tulruln adalah pelnawaran barang lellang delngan harga tinggi yang kelmuldian harga 

selmakin tulruln sampai akhirnya dibelrikan kelpada caloln pelmbelli delngan tawaran 

paling tinggi. Seldangkan lellang naik adalah pelnawaran barang lellang delngan 

harga relndah kelmuldian selmakin naik, sampai akhirnya dibelrikan kelpada calo ln 

pelmbelli delngan tawaran telrtinggi. Adapuln sistelm yang dilakulkan dalam 

pellellangan, yaitul lellang telrbulka dan lellang telrtultulp. Lellang telrbulka adalah lellang 

yang dilakulkan selcara o lfflinel maulpuln olnlinel dimana o lrang-olrang akan 

melnawarkan harga telrtinggi delmi melndapatkan barang telrselbult. Seldangkan 

lellang telrtultulp adalah lellang yang dimana para pelnawarnya tidak saling 

melngeltahuli harga yang ditawarkan antara satul pelselrta delngan pelselrta lain. 

Madzhab Hanafi melnyatakan julal belli barang sitaan telrkait delngan hak 

milik telrhadap barang olrang lain, selhingga dalam fiqih mulamalah transaksi ini 

diselbult delngan bai’ al-Fuldulliy, yaitul julal belli barang milik olrang lain delngan tanpa 

izin pelmiliknya yang mana pelnjulal tidak melmiliki wilayah kelkulasaan telrhadap 

barang yang akan dijulal. Akan teltapi julal belli sitaan ini suldah telrjadi pelmindahan 

Hak pada pihak pelnyita dari telrsita, baik delngan kelselpakatan selsulai delngan 

pelratulran yang tellah telrtullis ataulpuln atas kelrellaan telrsita. Para Fulqaha 

Hanafiyyah melmbeldakan antara melnjulal dan melmbelli. Dalam melnjulal, akad bai’ 

al-Fulḍulliy sah delngan adanya Ghalabah ad-Zan, yaitul adanya kelrellaan pihak yang 

belrwelnang (pelmiliknya). Adapuln dalam hal melmbelli delngan tuljulan olrang lain 

adalah sah ulntulk dirinya selndiri, kelculali jika ia melmbelli delngan 

melngatasnamakan olrang lain, maka akadnya sah namuln belrsifat maulqulf. 

Madzhab Syafi’iyyah melmandang transaksi julal belli barang hasil sitaan 

(bai’ al-Fulḍulliy) batal selcara multlak dan tidak sah. Delngan alasan, dalam julal belli 

o lbjelk haruls belrada dalam kelpelmilikan pelnjulal. Dijellaskan dalam haditsnya nabi 

“Abdulllah Ibnul U lmar R.A melngatakan selsulnggulhnya Rasullulllah Saw. Belrsabda : 

“Tidak (sah) julal belli, kelculali selsuldah dimiliki selndiri (milik selndiri).” Seldangkan 

dalam kasuls julal belli barang sitaan ini, pelnjulal tidak melmiliki kelkulasaan hak 

pelnulh telrhadap barang sitaan yang akan dilellang. Sellain karelna hal kelpelmilikan, 

larangan ini telrjadi julga karelna adanya ulnsulr gharar (keltidakpastian), yakni 
keltidakmampulan ulntulk melnyelrahkan barang di waktul akad, selrta akan 

melnimbullkan pelrsellisihan di kelmuldian waktul. Imam Syafi’i belrpelndapat bahwa 

bai al-Fuldulliy sama julga delngan ghasab, yaitul pelrbulatan selselolrang dalam melnjulal 

barang yang tidak melmiliki hak kelkulasaan pelnulh telrhadap barang telrselbult, 
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keltika barang dipelrjulalbellikan maka akad transaksinya batal. Imam Syafi‘i 

melmbelrikan ijtihad telrhadap julal belli barang yang bulkan hak miliknya, 

diselbultkan pelrtama, Qaull jadidnya Imam Syafi‘i, melnyatakan bahwa melnjulal 

harta olrang lain delngan tanpa selizin pelmiliknya, dan tidak melmiliki kelkulasaan 

pelnulh telrhadap harta telrselbult, maka hulkulmnya tidak sah selcara multlak. Keldula, 

Qaull qadimnya, melnyatakan bahwa transaksi telrselbult maulqulf, pada kelbollelhan 

pelmiliknya. Dalam hal ini, yang dipelgang ollelh madzhab Syafi’iyyah adalah qaull 

jadidnya Imam Syafi’i, yaitul melnjulal barang hasil sitaan dianggap tidak sah selcara 

multlak karelna selpelrti melnjulal barang olrang lain yang bulkan hak nya. 

Ada 3 kelmulngkinan yang melmbulat harta sitaan nelgara bollelh dijulal dan 

tidak, antara lain: 

1. Pelnyitaan yang dilakulkan ollelh nelgara atas harta milik olrang lain tanpa 

alasan yang bisa dibelnarkan ollelh syariat, selmisal pelnyitaan barang 

sellulndulpan. Melmbelli barang sitaan nelgara yang belrasal dari barang 

sellulndulpan dinilai selbagai tindakan melmbelli barang hasil rampasan dari 

pihak yang melrampasnya. 

2. Pelnyitaan yang dilakulkan ollelh nelgara atas harta olrang lain telrselbult 

belrstatuls selbagai hulkulman. Tindakan nelgara selmisal ini bisa dibelnarkan, 

melngingat pelndapat selbagian ullama yang melmpelrbollelhkan hulkulman 

ta’zir dalam belntulk hulkulman finansial. Namuln, tidak selmula kasuls 

melmbollelhkan hulkulm ta’zir. Selpelrti colntolh, tindakan pelnyitaan barang 

sellulndulpan (tidak dibelnarkan ollelh syara’), hal ini melrulpakan hulkulm ta’zir 

yang tidak disulkai Allah karelna mellanggar atulran syariat dan telrhitulng 

tindakan mellelwati batas telrhadap harta o lrang lain.   

3. Pelmilik barang yang barangnya disita ollelh nelgara itul melngizinkan delngan 

pelnulh sulkarella kelpada olrang lain ulntulk melmbelli barangnya. Jika delmikian 

dipelrbollelhkan melmbelli barang sitaan telrselbult. 

Dari keltiga alasan ini, KPK melmakai alasan keldula dalam lellang barang 
sitaan selbagai belntulk hulkulman finansial karelna melrulgikan nelgara dan 

masyarakat. Adapuln ulntulk alasan nolmelr tiga selcara tidak langsulng pelmilik 

barang sitaan haruls melrellakan barang telrselbult karelna selbagai barang bulkti 

belntulk tindak pidana, dan hasil dari lellang telrselbult ulntulk melnggantikan kelrulgian 

yang dialami nelgara dan akan dialolkasikan ulntulk masyarakat. 
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Kesimpulan  

Prolsels pelnyitaan yang dilakulkan ollelh pelnyidik dijellaskan pada Pasal 1 angka 16 

KUlHAP, pelnyitaan ini dilakulkan jika keljaksaan melnganggap pelrlul dilakulkan pelnyitaan 

sulatul belnda selbagai barang bulkti tindak pidana khulsulsnya kolrulpsi ataul TPPUl, maka 

sellama prolsels belrlangsulng prapelnulntultan (pratult) ataul selbellulm belrkas pelrkara masulk 

kel keljaksaan, keljaksaan melmbelrikan instrulksi kelpada pelnyidik ulntulk mellakulkan 

tindakan pelnyitaan kelmbali bulkti pelndulkulng.  

Pelnyidik dalam mellakulkan pelnyitaan telrbagi melnjadi 4 cara, yaitul: Pelrtama, 

Pelnyitaan biasa delngan tata cara pellaksanaan biasa, diatulr pada Pasal 38 ayat (1) KUlHAP. 

Keldula, Pelnyitaan dalam keladaan sangat pelrlul ataul melndelsak, diatulr pada Pasal 34 ayat 

(1) KUlHAP. Keltiga,  Pelnyitaan karelna telrtangkap tangan (OlTT), diatulr dalam Pasal 40 dan 

41 KUlHAP. Kelelmpat, Pelnyitaan dalam keladaan tidak langsulng, diatulr dalam Pasal 42 dan 

Pasal 43 KUlHAP. 

Adapuln Belnda/Barang Yang Dapat Disita Apabila: 

1. Barang/belnda telrdakwa yang didulga dipelrollelh dari tindak pidana ataul hasil dari 

tindak pidana 

2. Barang/belnda yang dipelrgulnakan ulntulk mellakulkan tindak pidana ataul yang 

digulnakan ulntulk melmpelrsiapkan tindak pidana 

3. Barang/belnda yang dipelrgulnakan ulntulk melnghalang-halangi pelnyidikan tindak 

pidana 

4. Barang/belnda yang dibulat khulsuls ulntulk mellakulkan tindak pidana 

5. Barang/belnda lain yang belrhulbulngan langsulng delngan tindak pidana 

Julal belli barang sitaan yang dilakulkan KPK melnggulnakan sistelm lellang, yang mana 

dalam fiqih mulamalah julal belli ini diselbult julga delngan bai’ al-Mulzayadah delngan 

melnggulnakan akad maulqulf, yaitul akad yang dilakulkan selselo lrang yang mampul belrtindak 

atas kelhelndak hulkulm. Julal belli lellang yang dilakulkan KPK ini suldah diatulr dala PP Nol.105 

Tahuln 2021 telntang Lellang Belnda Sitaan Kolmisi Pelmbelrantasan Tindak Pidana Kolrulpsi 

yang belrlakul pada tanggal 12 Olkto lbelr 2021.  

Madzhab Hanafiyah melnyatakan julal belli barang sitaan ini diselbult delngan bai al-

Fuldulliy, kelabsahan julal belli barang hasil sitaan karelna dipandang dari faktolr maslahat 

selhingga julal belli telrselbult sah ulntulk dilakulkan. Seldangkan Madzhab Syafi’iyyah 

melmandang julal belli barang sitaan ini (bai’ al-Fuldulliy) batal selcara multlak dan tidak sah, 

delngan alasan, dalam julal belli o lbjelk haruls belrada dalam kelpelmilikan pelnjulal. 

Julal belli barang hasil sitaan ollelh KPK, selcara implisit suldah selsulai delngan rulkuln 

dan syarat julal belli dalam fiqih mulamalah, dalam pellaksanaan lellang olbjelk yang 

dilellangkan julga selsulai delngan syariat Islam, selpelrti barang yang dijulal tidak telrlarang 

yang melngandulng muldharat (colntolh: Narkolba dan Khamr). Barang sitaan ini sama 

delngan barang jaminan, yang mana diambil dari telrsangka selbagai barang bulkti. Barang 

jaminan dalam Islam diselbult delngan Marhuln, Marhuln dapat dijulal apabila pihak 

pelminjam tidak dapat mellulnasi hultangnya (dalam akad pinjam-melminjam). Dalam kasuls 
pelnyitaan ollelh KPK ini barang bulkti yang dijulal hasilnya ulntulk melngganti kelrulgian 

nelgara yang tellah dilakulkan ollelh telrsangka. Hal ini melnulnjulkkan bahwa pellaksanaan 

lellang telrdapat akad rahn (gadai), ataul bisa julga delngan akad wakalah (melwakilkan) 

karelna mellakulkan pellellangan yang bulkan pelmilik yang telrkait wanprelstasi, mellainkan 

pihak KPKNL sellakul pelnyita. 
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